KEPUTUSAN SEKRERTARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 76 TAHUN 2026
TENTANG

MAHASISWA PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI ON GOING

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKERTARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

a.

1%

bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan
akuntabilitas pemberian bantuan biaya pendidikan
bagi mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan
memiliki  potensi akademik, perlu ditetapkan
mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah
Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri on Going Tahun
Anggaran 2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Sekertaris Jenderal tentang Mahasiswa
penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada
Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri on Going Tahun
Anggaran 2026;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7144);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor S0
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Menetapkan

KESATU

)

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6267);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6362);

7. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
254 /PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Belanja
Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 254 /PMK.05/2015 tentang Belanja
Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

2147);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
tentang  Perencanaan = Anggaran, Pelaksanaan

Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1082);

10. Peraturan Menter1 Agama Nomor 33 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
1070);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG
MAHASISWA PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA
PINTAR KULIAH PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
NEGERI ON GOING TAHUN ANGGARAN 2026.

Menetapkan Mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia
Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri on
Going Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut
Penerima Program KIP Kuliah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan
dari Keputusan ini.
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KEDUA

KETIGA

s

Penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU wajib:

a. menandatangani Pakta Integritas penerima bantuan;

b. menandatangani kuitansi penerimaan dana bantuan,;

c. memanfaatkan dana bantuan dengan baik dan
bertanggung jawab;

d. menyelesaikan studi tepat waktu; dan

e. melaporkan penggunaan dana bantuan kepada
Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pembiayaan
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2026
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